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Menghadapi realisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA), negara-negara anggotaASEAN termasuk 
Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Salah satu perangkat yang perlu 
dipersiapkan adalah pengaturan pemerintah suatu negara melalui peraturan atau kebijakan(policy). Hal 
ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang 
ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan(policy) ini merupakan langkah pertama sebagai 
upaya mempersiapkan Indonesia dan negara-negara anggota  ASEAN  lainnya dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA). Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 
pandangan bagaimana potensi desa dalam hal mengambil peluang dan mengatasi tantangan menuju 
Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA). Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah 
deskriptif analisis yang menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan dan regulasi 
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan desa dalam menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN(MEA). Teknik pengumpulan  data  pada kajian ini menggunakan studi kepustakaan 
yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi 
resmi lembaga-lembaga negara maupun yang didapat dari internet. Hasil dari kajian ini menunjukkan 
bahwa pemerintah dengan bermacam regulasinya seperti Alokasi Dana Desa(ADD) dan pembentukan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara 
sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis 
sehingga siap untuk menghadapi persaingan global dalam kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA) 
 
Kata Kunci: Desa,MEA,BUMDesa,Alokasi Dana Desa 
 
1. Pendahuluan 
Di Wilayah ASEAN diawali dengan disepakati terbentuknya ASEAN Free 
Trade Area (AFTA) sebagai kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk 
membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya 
saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis 
produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta 
penduduknya.Kesepakatan yang di bangun di negara-negara ASEAN diantaranya 
berupa penurunan tarif hingga menjadi 0-5% (Badan Kebijakan Fiskal, 2014), 
penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya, 
selanjutnya AFTA menyepakati menghapus semua bea masuk impor barang sehingga 
ini merupakan awal kebangkitan ASEAN sekaligus ujian bagi negara-negara di 
ASEAN untuk menunjukan eksistensi dalam membangun kompetisi di tingkat 
ASEAN sebelum memasuki era perdagangan bebas lebih lanjut(Wahyudin,2014), 
sebagai konsekwensi perdaganganbebas dunia yang telah di ratifikasi oleh negara-
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negara ASEAN untuk memasuki era perdagangan bebas dunia. Era perdagangan 
global yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar 
negara. Masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi 
kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. 
Globalisasi yang diserta dengan gelombang arus kemajuan teknologi, serta 
Perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga 
membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah 
untuk diakses. Semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara pada era ini 
menciptakan meningkatnya mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara 
lain. Indonesia tentunya secara konsekwensi pasar di hadapkan pada persaingan 
global. Tantangan terdekat Indonesia memasuki era AFTA yang melahirkan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tentunya harus di sikapi dengan upaya 
meningkatkan daya saing pelaku usaha dan sumber daya manusia. 
Desa sebagai wilayah kesatuan hukum yang berkedudukan di wilayah NKRI 
tentunya tidak lepas dari obyek persaingan pasar bebas, bukan saja terhadap kualitas 
produk/barang yang di hasilkan desa, tetapi sumber daya manusia sebagai pengelola 
sumber daya alam, budaya dan modal sosial lainnya tentunya akan di hadapkan pada 
persaingan ekonomi. Pengembangan modal sosial di desa merupakan salah satu 
alternatif dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di desa, sehingga secara tidak 
langsung daya saing pengelolaan modal sosial dan potensi sumber daya sangat 
menentukan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang memiliki sumber daya yang 
luar biasa tidak akan menciptakan kesjahteraan di era persaingan bebas jika tidak 
mampu bersaing jika tidak di bangun upaya kreatif dalam mengembangkan modal 
sosial yang ada. Terbentuknya “socio-economic creative rural society or rural 
community” bila dikembangkan dengan meningkatkan daya saing akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah pedesaan lebih berkembang dan 
tetap bertahan eksis dalam persaingan pasar bebas. Manajemen sumberdaya desa 
menjadi diskursus menarik untuk di kaji lebih lanjut, terlebih desa dengan semangat 
UU No 6 tahun 2014 tentang desa dengan azaz revolusioner desa yaitu azaz 
subsidiaritas dan Rekognisi . Azaz Rekognisi sebagai bentuk pengakuan negara 
terhadap hak asal usul desa, sedang azaz subsidiaritas, memberikan kewenangan 
penetapan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan 
masyarakat desa, sehingga desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur atas 
sumber daya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga kedua azaz 
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tersebut seyogyanya mendorong desa bisa meningkatkan tata kelola sumber daya 
untuk memiliki daya saing terutama dalam menghadapi MEA.  
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun data pada kajian ini 
menggunakan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang bersumber 
dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi lembaga-lembaga negara 
maupun yang didapat dari internet. Aktivitas dalam analisis data berupa a). editing 
data, b). Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d).Menyimpulkan Data 
3. Hasil Dan Pembahasan 
Desa ke depan di hadapkan pada tantangan bukan saja memasuki persaingan 
pasar bebas dan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tetapi untuk 
menciptakan daya saing desa masih di hadapkan pada resistensi pemahaman terhadap 
UU Desa yang belum sepenuhnya di pahami desa dan supra desa yang di akibatkan 
proses pembelajaran desa yang keliru selama ini dalam proses pelaksanaan program-
program yang cenderung mengimposisi peran desa (pemerintah desa dan masyarakat 
desa). Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok 
usaha untuk mengelola sumber daya alam daerah. Tidaklah mengherankan bahwa di 
era otonomi daerah lengket dengan paradigma market driven development dan desa 
masih terpinggirkan.(Eko dkk, 2014) Performa pelaksanaan proyek-proyek tersebut 
justru mengimposisi peran pemegang otoritas desa dan partisipasi masyarakat. Di luar 
dugaan program program tersebut menyebabkan modal sosial masyarakat tidak 
terbangun baik. Uang berubah menjadi motivator utama bergairahnya partisipasi 
(money driven development). Partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan program 
program tersebut bukan berarti mampu melahirkan program/kegiatan yang responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat, melainkan karena dimobilisasi oleh petunjuk teknis 
proyek. Pengalaman desa-desa dalam tata kelola program-program sebelumya yang 
bersumber dari berbagai program-program leading sektor pemerintah dengan 
berbagai ragam kebijakan program, ragam muatan pesan donor, serta bias 
implementasi program, semakin menyudutkan desa pada ketidak berdayaan, karena 
desa tidak di posisikan dalam pengelolaan dan pengaturan, sebagai wujud entitas desa, 
hal tersebut di perparah dengan prilaku supra desa senantiasa mendudukan desa 
sebagai sumber perasan data dan ekploitasi sumber daya. Pengalaman buruk sebagai 
bentuk resistensi yang menghambat pengembangan modal sosial desa serta sistem 
regulasi diotonomi daerah yang tidak pro-desa dan pemberdayaan masyarakat desa, 
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sehingga bentuk keberdayaan desa bukan sekedar mobilisasi yang gairah partisipasi 
yang di dorong dengan ketergantungan bantuan keuangan, Alokasi Dana Desa harus 
menjadi bagian modal sosial yang di kembangkan dengan kewenangan mengatur dan 
mengelola, sehingga pengakuan pemerintah desa dan kelembagaan desa bisa 
berfungsi dan memiliki kewibawaan di hadapan masyarakat desa. 
Menurut Wasistiono dan Tahir (2006) Salah satu bentuk manajemen sumber 
daya yang perlu di kembangankan adalah dilakukannya inventarisasi sumber daya 
melalui sertifikasi sumber daya desa.Sertifikasi sumber daya adalah upaya pengakuan 
terhadap sumber daya yang ada di desa untuk di pertahankan sebagai bentuk kearifan 
lokal yang siap berdaya saing dengan pasar bebas, sebagai contoh: Bagaimana 
pendataan terhadap buah-buahan lokal produk pertanian, perkebunan, hasil hutan, dll 
sebagai produk unggulan yang kompetitif yang mampu bersaing di pasaranbebas, 
Bagaimana melakukan inventarisasi keahlian tenaga sumber daya manusia 
berketerampilan lokal ( tukang pacul/gali, tukang ani-ani, pemetik kelapa, penyadap 
nira,dll) Bagaimana melakukan pendataan terhadap sumber daya alam untuk 
melindungi dan mempertahankan kesimbangan sistem sosial masyarakat desa dan 
antar desa Bagamana melakukan pendataan potensi sosial, seni, budaya, dll sebagai 
bagian membangun rekayasa sosial untuk kepentingan kesejahteraan desa dan antar 
desa maupun kawasan Di era persaingan global dan diperluasnya otonomi desa dan 
dengan kewenangan skala lokal desa berkonsekwensi arus perdagangan bebas masuk 
ke tingkat desa dengan masuknya iklim investasi yang mengakibatkan munculnya 
industrialisasi perdesaan sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan sumber daya desa. 
Industri dimaksud adalah munculnya usaha-usaha pertanian, perikanan, perkebunan, 
perikanan, pariwisata,dll yang berbasis potensi sumber daya desa dengan skala 
industri, yang akan berdampak pada serapan tenaga kerja terampil lokal yang harus 
bersaing. Pembangunan investasi usaha dan ekonomi akan berdampak pada 
tumbuhnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur sarana/prasarana 
pendukunginvenstasi dengan skala proyek dan masive, yang harus menempatkan 
masyarakat desa sebagai pelaku proyek. Tidak terjadi kembali penguasaan dan 
pengalihan atas ekploitasi sumber daya desa yang tidak memberikan daya ungkit 
kesejahteraan desa. Sertifikasi sumber daya tentunya menjadi bagian strategis bagi 
desa untuk bersiap dalam era persaingan bebas ini agar desa tidak terlindas dalm 
pergulatan pasar. Sertifikasi merupakan langkah pemetaan pasukan sebelum 
mendapatkan agresi pasar yang tidak bisa kita bendung.  
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Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa desa dapat 
mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Putra,2015). 
Dengan demikian BUMDes adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh 
masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di 
bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes juga adalah pilar kegiatan 
ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan 
komersial (commercial institution) Secara khusus Ketentuan tentang Badan Usaha 
Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 
4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini 
disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut 
BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. 
Usaha yang dapat dijalankan BUMDes yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian 
BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan 
desa.  
 
 
                  Gambar 1.skema musyawarah desa (UU No 6 tahun 2014) 
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Bagaimana desa mampu mengelola Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai modal 
membangun kesejahteraan, mampukah desa memproduksi produk-produk berdaya 
saing atau menjadi pengguna produk luar, akankah sumber daya manusia di desa kita 
menjadi pelaku utama pembangunan di desa ataukah teralihkan oleh tenaga kerja 
asing, akankah sumber daya potensi alam dan budaya kita di kelola olah orang desa 
ataukah di intervensi oleh kekuatan modal asing. Berkaitan dengan hal ini, hadirnya 
Kebijakan ADD juga memang berpotensi untuk memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk berinisiatif sendiri dalam membantu pembiayaan kegiatan 
pembangunan/ sosial desa (Kurniawan,2015). Kemudian memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk selalu aktif dalam pembangunan.Berdasarkan PP No. 
72Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa 
(ADD). ADD yang diberikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak 
memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan 
sosial kemasyarakatannya. Melalui ADD, desa berpeluang untuk mengelola 
pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonom. Dengan 
memanfaatkan ADD, desa juga dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan 
pemberdayaan desa.ADDberasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat 
dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota(PP No. 72 Tahun  2005 pasal 1 ayat 
11). ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen ADD dialokasikan 
sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi(Oleh,2014).Adapun tujuan dari Alokasi 
Dana Desa ini adalah untuk : 
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan 
potensi desa 
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan 
berusaha bagi masyarakat desa 
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakatdesa. 
Sementara manfaat diadakannya ADD bagi desa antara lain: 
Desa dapat menghemat biaya pembangunan, desa dapat mengelola sendiri 
proyek pembangunannya; Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan 
sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa;desa 
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memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa; desa 
dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu 
datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota;desa tidak lagi hanya 
tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, 
pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa. 
4. Kesimpulan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi 
regional. Tujuan utama dari MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal 
dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang 
bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Keterlibatan semua pihak diseluruh Negara 
anggota ASEAN mutlak diperlukan agar dapat mewujudkan ASEAN sebagai kawasan 
yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas dapat memberikan 
manfaat bagi seluruh Negara ASEAN. Bagi Indonesia,desa menjadi salah satu sentra 
pembangunan dalam menghadapi MEA. Akselerasi pembangunan  di desa-desa, 
diharapkan mampu memacu pertumbuhan dan perkembangan desa bersangkutan, 
serta bisa memberikan multiplier effect ke wilayah di atasnya dan secara berjenjang 
bisa memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan negara. 
Melalui UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah berkomitmen untuk 
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik dengan pemberian Alokasi Dana Desa dan pembentukan 
BUMDesa. 
5. Saran 
1. Pihak pemerintah selaku regulator dapat menciptakan kebijakan yang bijak dan 
tepat terutama kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi domestik 
terutama didesa, dengan pengembangan sumber daya lokal yang potensial jika 
kebijakan yang diambil baik insyaAllah meskipun Masyarakat Ekonomi ASEAN 
sarat akan liberalisasi bisa membawa pada arah kebaikan.  
2. Perlunya sertifikasi sumber daya lokal dan bernilai kearifan lokal sehingga 
menjadikan entitas daya saing menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat 
Ekonomi ASEAN.  
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